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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, dan
jumlah yang proporsional pada Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah maka dilakukan penetapan kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil secara nasional;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi tentang Kriteria  Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil 2017;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2017.

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Kriteria Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil yang diperlukan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2017.

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang
melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang
dilakukan reformasi adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta

distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut sejak
tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan
agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan
arah/rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing
instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal
maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja.

Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan
oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan
jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi
kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang
bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan
PNS secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi
Kementerian PANRB dan BKN hasil tersebut dijadikan dasar untuk
menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar

dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil
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Tahun 2017 di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan
jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi
kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan
kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai
pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat
pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan
organisasi baru. Oleh karenanya diperlukan penambahan pegawai baru
guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan

dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

a. Kriteria penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut kriteria penetapan
kebutuhan adalah pertimbangan dalam rangka memenuhi
kebutuhan jenis dan jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan
nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).

b. Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang
melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan,
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan
infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan
ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak
hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi
khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga
pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan
pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri

berprestasi internasional.



